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Abstrak
 

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan

karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi

melalui internet atau yang lebih dikenal dengan E-commerce. Di Indonesia telah mulai penggunaannya oleh

beberapa perusahaan, berkembangnya teknologi menciptakan suatu bisnis baru yaitu suatu mall online

online marketplace yang digunakan oleh pelaku usaha untuk sarana proses jual beli secara online, jual beli

online tidak akan dapat berjalan tanpa adanya pengiriman barang karena jual beli online tersebut umumnya

dilakukan antar pulau yang memiliki jarak yang cukup jauh. faktanya terdapat terdapat salah satu e-

commerce yang memberikan harga yang tidak masuk akal yaitu potongan yang sangat tinggi untuk subsidi

pengiriman barang dimana potongan tersebut dibawah rata-rata harga yang diberikan oleh e-commerce

lainnya. Sedangkan pengaturan dibidang e-commerce atau bisnis berbasis internet masih sangat sedikit dan

hampir tidak ada perlindungan hukum tertulis bagi pelaku usaha online marketplace lainnya akibat adanya

indikasi Jual Rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Maka dari hal tersebut dirasa perlu melakukan

penelitian terkait Pengaturan atau Kebijakan KPPU terhadap para pelaku usaha dalam melakukan

Pengawasan di sektor e-commerce dan Perlindungan Hukum bagi para Pelaku Usaha e-commerce lainnya

yang dirugikan akibat kegiatan Predatory Pricing. Penelitian ini menggunakan Pendekatan

Perundangundangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Penentuan ada tidaknya jual rugi di

Indonesia Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam pasal pasal 35 dan pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999.

KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada undang-undang yang menyangkut praktek-praktek

kegiatan yang dilarang, perjanjian yang di larang dan posisi dominan Berdasarkan rumusan Pasal 20 UU No.

5 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa tidak semua kegiatan jual rugi atau sangat murah tidaklah otomatis

merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal terjadi indikasi adanya tindakan predator, maka

haruslah diperiksa apakah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima dan yang membenarkan tindakan

tersebut, dan apakah memang tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat.

<hr>

The use of the internet as a medium of trade continues to increase from year to year, this is due to various

benefits obtained by companies and consumers by conducting transactions via the internet or better known

as E-commerce. In Indonesia, it has begun to be used by several companies, the development of technology

creates a new business that is an online mall  online marketplace that is used by businesses to process buying

and selling online, buying and selling online will not be able to run without sending goods because of

buying and selling online it is generally carried out between islands which have a considerable distance. the

fact is that there is one e-commerce that provides an unreasonable price which is a very high discount for

shipping subsidies where the discount is below the average price provided by other e-commerce. While

regulations in the field of e-commerce or internet-based business are still very few and there is almost no
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written legal protection for other online marketplace businesses as a result of indications of Loss and Loss

conducted by these business actors. Therefore, it is deemed necessary to conduct research related to the

Regulation or Policy of KPPU on business actors in conducting Supervision in the e-commerce sector and

Legal Protection for other e-commerce Business Actors who are disadvantaged due to Predatory Pricing

activities. This study uses the Legislation Approach, Conceptual Approach, Case Approach. Determination

of whether there is a sale or loss in Indonesia The duties and authority of KPPU are regulated in article 35

and article 36 of Law no. 5 of 1999. KPPU carries out its duties to supervise three things in the law

concerning the practices of prohibited activities, prohibited agreements and dominant positions. Based on

the formulation of Article 20 of Law No. 5 of 1999, it can be seen that not all resale or very cheap activities

are not automatically unlawful acts. In the event of an indication of a predatory action, it must be checked

whether there are acceptable reasons and justifications for the action, and whether the action can indeed lead

to monopolistic practices and unfair business competition.


